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Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampai-
kan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk 
dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara.

Pada bulan ini, semangat calon tunas-tunas 
integritas mewarnai kegiatan seleksi penerimaan 
CPNS Tahun 2021. Proses seleksi dengan sistem 
CAT (Computer Assisted Test) dilaksanakan seba-
gai modal dasar untuk menciptakan ASN yang 
bersih dari KKN dengan SDM yang berkualitas. 
Sebagai Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemen-
kumham Lampung, saya menekankan 
kepada masyarakat untuk tidak mem-
percayai pihak-pihak manapun yang 
menawarkan untuk meluluskan secara 
instan. Kementerian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia terus melakukan 
perbaikan sistem untuk mencetak tu-
nas-tunas Integritas yang berkualitas 
sehingga mampu mengembangkan Kemen-
terian Hukum dan HAM semakin PASTI dalam me-
layani masyarakat dan Negeri Indonesia tercinta ini. 

Selain itu, untuk mendukung kinerja Kemente-
rian Hukum dan HAM RI, Kanwil Kemenkumham 
Lampung pada bulan ini juga terus melakukan ko-
ordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait. Kami 
juga akan terus meningkatkan edukasi dan pelayan-
an masyarakat khususnya bidang Kekayaan Intelek-
tual sebagai wujud dukungan terhadap safari paten 
yang telah diselenggarakan oleh DJKI pada bulan 
ini.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!

Sekapur Sirih



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyam-
paikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melim-
pahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat 
menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-09 ini dengan 
lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Kepala 
Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak 
yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta te-
rus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Pada edisi E-Buletin yang ke-09 ini, kami telah me-
rangkum kegitan Kantor Wilayah Kemenkumham Lam-
pung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. 
Dalam edisi kali ini, kami menyajikan liputan khusus me-
ngenai semarak SKD penerimaan CPNS di lingkungan Ke-
menkumham Lampung tahun 2021. Adapun Topik Utama 
pada edisi ini adalah Safari Paten DJKI yang digelar bersama 
Kanwil Kemenkumham Lampung yang merupakan penu-
tup perjalanan Safari Paten DJKI. Selain itu, masih banyak 
liputan-liputan menarik lainnya yang kami rangkum dalam 
E-Buletin Lampung Sai edisi ke-09 ini.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat ke-
salahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu meng-
iringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. 
Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pemba-
ca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar 
E-Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. 
Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.
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Gandeng Pengwil INI, Kanwil Lampung Gelar 
Talkshow Sosialisasi Peningkatan Pelaporan 
Beneficial Ownership

Kepala Divisi Pelayanan 
Hukum dan HAM Kan-
tor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Lampung, 
Nur Ichwan hadir sebagai Na-
rasumber dalam acara live - 
Talkshow berjudul Sosialisasi 
Peningkatan Pelaporan Pemilik 
Manfaat (Beneficial Owners-
hip) bertempat di studio Radar 
Lampung pada hari ini, Rabu 
(08/09/2021).

Turut hadir sebagai Narasumber yaitu Ketua Pengwil Lampung Ikatan Notaris 
Indonesia, Zul April. 
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Selain Kepala Divisi Pela-
yanan Hukum dan HAM, hadir 
pula sebagai Narasumber yaitu 
Ketua Pengwil Lampung Ikat-
an Notaris Indonesia, Zul April. 
Dalam kesempatan ini, Nur Ic-
hwan menjelaskan mengenai 
Permenkumham nomor 9 Tahun 
2011 tentang Penerapan Prinsip 
Mengenali Pengguna Jasa Bagi 
Notaris. Selain itu, Kepala Divisi 
Pelayanan Hukum dan HAM juga 
menjelaskan tentang ruang ling-
kup pelaporan oleh notaris yaitu 
Identifikasi Pengurus Jasa, Verifi-
kasi Pengguna Jasa dan Peman-
tauan Transaksi Pengguna Jasa. 
Zul April menambahkan bahwa 
pelaksanaan Permenkumham No 
9 Tahun 2017 dari sudut pandang 
notaris, sebelumnya harus sudah 
memahami definisi dan perbeda-
an dari Korporasi dan Beneficial 
Ownership.

Penerapan kebijakan pela-
poran Pemilik Manfaat/Beneficial 
Ownership ini merupakan upaya 
pemerintah dalam memberantas 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan Tindak Pidana Pendanaan te-
rorisme sebagai tindak lanjut di-
undangkannya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
tindak Pidana Pencucian Uang 
(UU TPPU) dan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2013 
t e n t a n g 

P e n c e -
g a h a n 

d a n 

Pemberantasan Tindak Pida-
na Pendanaan Terorisme (UU 
TPPT). Hal ini dikarenakan, Kor-
porasi banyak digunakan oleh 
oknum-oknum tertentu sebagai 
sarana untuk melakukan tindak 
pidana pencucian uang dan tin-
dak pidana pendanaan terorisme, 
bahkan menghindari pajak. Ber-
dasarkan standar internasional di 
bidang pencegahan dan pembe-
rantasan tindak pidana pencucian 
uang dan tindak pidana pendana-
an terorisme, perlu adanya peng-
aturan dan mekanisme untuk 
mengenali pemilik manfaat dari 
suatu korporasi guna mempero-
leh informasi mengenai pemilik 
manfaat yang akurat, terkini, dan 
tersedia untuk umum. Dengan 
pelaporan Pemilik Manfaat, akan 
memudahkan untuk mengung-
kap/mengidentifikasi siapa pene-
rima manfaat yang sebenarnya 
dari suatu korporasi tersebut. Se-
hingga Aparat Penegak Hukum 
akan lebih mudah untuk mela-
kukan tindakan sesuai dengan 
ketentuan Perundang-Undangan 
yang berlaku.

Melalui Sosialisasi Peningkatan 
Pelaporan Pemilik Manfaat (Be-
neficial Ownership) ini diharap-
kan masyarakat luas khususnya 
notaris telah memahami menge-
nai Pemilik Manfaat dan pene-
rapan Peraturan-Peraturan yang 
berlaku dan da- pat turut 
mengawal pe- laksana-
annya untuk m e m -
b e r a n t a s T i n d a k 
P i d a n a Pencu-

c i a n 

Uang dan Tindak Pidana Penda-
naan terorisme. Sehingga dapat 
tercapai transparansi mengenai 
pemilik manfaat dari korporasi 
yang diharapkan dapat mening-
katkan kepercayaan investor un-
tuk menanamkan investasi pada 
korporasi di Indonesia. Hal ini 
akan membuat iklim investasi di 
Indonesia semakin baik dan ting-
kat perekonomian semakin me-
ningkat. •

Melalui Sosialisasi 
Peningkatan Pelaporan 

Pemilik Manfaat (Benefi-
cial Ownership) ini diha-
rapkan masyarakat luas 
khususnya notaris telah 

memahami mengenai 
Pemilik Manfaat dan pe-
nerapan Peraturan-Per-

aturan yang berlaku dan 
dapat turut mengawal 

pelaksanaannya untuk 
memberantas Tindak 

Pidana Pencucian Uang 
dan Tindak Pidana Pen-

danaan terorisme. 
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Kanwil Lampung Gelar Sosialisasi 
Pendaftaran Perseroan Perseorangan Secara 
Virtual

Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan HAM 
Lampung gelar sosialisa-

si pendaftaran perseroan per-
seorangan pada hari ini, Sela-
sa (14/09/2021) live dari studio 
Graha Pena Radar Lampung. 
Hadir sebagai narasumber ada-
lah Kepala Bidang Pelayanan 
Hukum, Ignatius Mangantar 
Tua dan Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan Muda, 
Gunawan. Pada Kesempatan ini 
Kabid Pelayanan Hukum men-
jelaskan bahwa Perseroan Per-
seorangan ini merupakan salah 
satu kebijakan pemerintah un-
tuk mendukung pertumbuhan 
iklim bisnis dan kemudahan 
berbisnis atau EODB (Ease of 
Doing Business) di Indonesia. 

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua menjelaskan Perse-
roan Perseorangan ini ditujukan untuk pemilik usaha kecil dan mikro dengan 

berdasar pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
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Perseroan Perseorangan ini 
ditujukan untuk pemilik usaha 
kecil dan mikro dengan berdasar 
pada Undang-Undang Cipta Ker-
ja No. 11 Tahun 2020 Khususnya 
Pasal 109 yang mengubah UU 
No. 40 Tahun 2007 tentang Per-
seroan Terbatas (UU PT). Ignatius 
juga menjelaskan bahwa Pebisnis 
dapat mendaftarkan usahanya 
menjadi Perseroan Perseorang-
an dengan ketentuan Pemilik Sa-
ham dan Pendiri harus berjumlah 
satu orang dengan minimal usia 
17 Tahun, Pendiri harus berstatus 
WNI, dan usaha yang didaftarkan 
termasuk kedalam kategori usaha 
kecil atau mikro dengan maksimal 
modal usaha sebesar 5 Milyar.

Gunawan juga turut menje-
laskan mengenai dokumen yang 
harus dipersiapkan dan lang-
kah-langkah pendaftaran Perse-
roan Perseorangan yang dapat 
dilakukan mandiri secara online 

melalui laman web ahu.go.id de-
ngan biaya PNBP sebesar 50.000 
rupiah saja. Usaha yang didaf-
tarkan menjadi Perseroan Per-
seorangan memiliki keunggulan 
memiliki tanggungjawab terba-
tas sehingga memberikan per-
lindungan hukum kepada para 
pelaku usaha dengan adanya 
pemisahan kekayaan pribadi de-
ngan perusahaan. Selain itu pro-
ses pendirian juga lebih mudah, 
tidak memerlukan akta notaris, 
jumlah modal tergantung pemilik, 
pengelolaan internal tidak rumit, 
kemudahan akses pembiayaan 
dari perbankan, dan pembayaran 
pajak lebih murah.

Pendaftaran Badan Usaha 
menjadi Perseroan Perseorangan 
tidak menggantikan surat-surat 
izin legal lainnya. Pemilik usaha 
masih tetap harus mendapatkan 
surat izin usaha dan lainnya sesu-
ai dengan peraturan pemerintah 

daerah setempat.

Dengan adanya Perseroan 
Perseorangan ini, diharapkan da-
pat menciptakan dan mening-
katkan lapangan kerja dengan 
memberikan kemudahan, pelin-
dungan, dan pemberdayaan ter-
hadap koperasi dan UMKM serta 
industri dan perdagangan nasi-
onal sebagai upaya untuk dapat 
menyerap tenaga kerja Indonesia 
yang seluas-luasnya dengan te-
tap memperhatikan keseimbang-
an dan kemajuan antardaerah da-
lam kesatuan ekonomi nasional. •

Dengan adanya Perse-
roan Perseorangan ini, 
diharapkan dapat men-

ciptakan dan mening-
katkan lapangan kerja 

dengan memberikan 
kemudahan, pelindung-
an, dan pemberdayaan 
terhadap koperasi dan 

UMKM serta industri 
dan perdagangan na-
sional sebagai upaya 

untuk dapat menyerap 
tenaga kerja Indonesia 

yang seluas-luasnya 
dengan tetap memperha-
tikan keseimbangan dan 
kemajuan antardaerah 
dalam kesatuan ekono-

mi nasional.
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Pendampingan SPIP, MR, dan PMPZI, Kanwil 
Hadirkan Narasumber BPKP dan Inspektorat 
Jenderal

Dalam rangka Kegiatan 
Monitoring dan Eva-
luasi atas Pelaksanaan 

Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP), Pendam-
pingan Penerapan Manajemen 
Risiko (MR), dan Pendamping-
an PMPZI pada Satuan Kerja 
di Lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
Lampung Tahun Anggaran 
2021. Senin (14/09/2021) Kan-
tor Wilayah Lampung mengge-
lar Kegiatan Penguatan dengan 
narasumber dari Perwakilan 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) Pro-
vinsi Lampung dan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Hukum 
dan HAM

Suharyanto selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan 
IPP pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang menjelaskan tentang Mana-

jemen Risiko.
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Bertempat di Aula Kantor Wi-
layah Lampung, Plt. Kepala Kan-
tor Wilayah, Iwan Santoso mem-
berikan sambutan dan sekaligus 
membuka secara resmi Kegiat-
an. Turut hadir secara langsung, 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum 
dan HAM, Nur Ichwan bersama 
dengan Kepala Bagian Program 
dan Humas, Basnamara, serta 52 
Peserta dari Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pemasyarakatan dan Kei-
migrasian di Jajaran Kantor Wila-
yah Lampung. Sedangkan diwak-
tu yang bersamaan kegiatan yang 
digelar juga secara Virtual Zoom 
Meeting ini turut dihadiri oleh 
Para Pimpinan Tinggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat 
Pengawas di Lingkungan Kanwil 
Lampung dan Para Kepala UPT di 
Jajaran Kanwil Lampung.

Iwan Santoso menje-
laskan bahwa Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi tidak 
dapat dilepaskan dari 
implementasi Tata Ke-
lola Pemerintahan yang 
Baik (Good Governance), 
Sistem Pengendalian In-
ternal Pemerintah (SPIP), 
dan Pembangunan Zona 
Integritas.

Iwan Santoso ber-
harap kepada seluruh 
jajaran Kantor Wi-
layah Kementeri-
an Hukum dan 
HAM Lampung 
untuk terus ber-
komitmen dan 
terus berproses 

dalam membangun Zona Inte-
gritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Biro-
krasi Bersih dan Melayani (WBBM) 
di satuan kerja masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
materi dari Suharyanto selaku Ko-
ordinator Pengawasan Kelompok 
JFA Bidang Pengawasan IPP pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Lam-
pung yang menjelaskan tentang 
Manajemen Risiko. 
Suharyanto menje-
laskan tentang Pe-
netapan Konteks 
Pengelolaan Ri-
siko, Penetapan 
struktur analisis 
risiko, Penetapan 
kriteria penilaian 
risiko, dan pene-
tapan struktur pe-
ngelolaan ri-

siko.

“Dalam penerapan pengelo-
laan risiko, terdapat dua hal pen-
ting yang perlu menjadi perhatian 
yaitu pembangunan/ perbaikan 
Lingkungan Pengendalian yang 
mendukung penciptaan buda-
ya dan sistem pengelolaan risi-

ko, dan implementasi unsur 
Penilaian Risiko, Kegiatan 
Pengendalian, Informasi 
dan Komunikasi serta Pe-
mantauan menunjukkan 
pelaksanaan proses pe-
ngelolaan risiko.” Jelas 
Suharyanto.

Selanjutnya, 
P r i y a n -

to selaku 
A u d i t o r 

Madya 
pada 

“Tata Kelola pemerintah 
yang lebih akuntabel 
dan transparan akan 

dapat dicapai jika selu-
ruh jajaran pimpinan 
instansi pemerintah 

menyelenggarakan kegi-
atan pengendalian atas 

keseluruhan kegiatan 
mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penga-
wasan, sampai dengan 
pertanggungjawaban 

secara tertib, terkendali, 
efektif dan efisien.” Ujar 

Iwan Santoso
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Perwakilan BPKP Provinsi Lam-
pung menjelaskan tentang prin-
sip-prinsip manajemen risiko, 
dimana prinsip manajemen risiko 
harus dipegang oleh organisasi 
agar penerapan manajemen risi-
ko dapat berjalan dengan efektif. 
Sedangkan Kerangka kerja mana-
jemen risiko yang bertujuan un-
tuk membantu organisasi meng-
integrasikan manajemen risiko ke 
dalam keseluruhan sistem mana-
jemen organisasi.

“Proses manajemen risiko me-
liputi lima kegiatan, yaitu, menen-
tukan konteks, mengidentifikasi 
risiko, menganalisis risiko, meng-
evaluasi risiko, memperlakukan 
risiko, mengkomunikasikan dan 
mengkonsultasikan, memantau 
dan mereviu” ujar Priyanto

Hadir secara Virtual Zoom, 
Materi terakhir oleh Hari Pur-
wanto dari Inspektorat Jenderal 
Kementerian Hukum dan HAM 
memberikan penguatan terkait 
dengan Penilaian Mandiri Pemba-
ngunan Zona Integritas (PMPZI). 
Hari menjelaskan bahwa di akhir 
tahun akan dilaksanakan respon-
den oleh Kementerian PAN-RB, 
survei ini diharapkan dapat dilak-
sanakan dengan responden dari 
pelayanan publik yang dilaksana-

kan di masing-masing Unit Kerja.

Hari juga meminta dalam per-
siapan kita menghadapi desk eva-
luasi yang akan dilaksanakan oleh 
Tim Penilai Nasional (TPN), diha-
rapkan Satuan Kerja dapat mem-
buat video profil, pemaparan, dan 
juga sarana dan pra sarana sesuai 
dengan inovasi dan perubahan 
yang telah dilakukan, Menutup 
penguatan, Hari memberikan 
motivasi kepada para peserta un-
tuk terus berinovasi dengan terus 
meningkatkan pelayanan publik 
kepada masyarakat.

Kegiatan Monitoring dan Eva-

luasi atas Pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), Pendampingan Penerap-
an Manajemen Risiko (MR), dan 
Pendampingan PMPZI ini ditutup 
dengan beberapa pertanyaan dari 
para peserta kepada narasumber. 
•

“Proses manajemen 
risiko meliputi lima kegi-
atan, yaitu, menentukan 
konteks, mengidentifika-

si risiko, menganalisis 
risiko, mengevaluasi 

risiko, memperlakukan 
risiko, mengkomunika-
sikan dan mengkonsul-

tasikan, memantau dan 
mereviu” ujar Priyanto
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Kejaksaan Tinggi Lampung dan Itjen 
Kemenkumham Berikan Penguatan 
Pengendalian Pungutan Liar dan Gratifikasi di 
Kanwil Lampung 

Dalam rangka mendu-
kung tercapainya Apa-
ratur Sipil Negara yang 

Amanah, Transparan, Akunta-
bel, Bersih, Bebas Korupsi, Ko-
lusi, dan Nepotismen (KKN), 
Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Lampung mengadakan Kegiat-
an Penguatan Unit Pengendali-
an Pungutan Liar dan Gratifika-
si secara langsung dan Virtual 
Zoom Meeting dengan nara-
sumber dari Kejaksaan Tinggi 
Lampung dan Inspektorat Jen-
deral Kementerian Hukum dan 
HAM. Rabu (15/09/2021)

Iwan Santoso menjelaskan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 
Baik (Good Governance), diperlukan zero tolerance atas Tindak Pidana Korupsi.
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Bertempat di Aula Kantor Wi-
layah Lampung, Plt. Kepala Kan-
tor Wilayah, Iwan Santoso di-
dampingi secara langsung oleh 
Kepala Divisi Pemasyarakatan, 
Farid Junaedi dan Kepala Divi-
si Pelayanan Hukum dan HAM, 
Nur Ichwan serta Para Pimpin-
an Tinggi Pratama, Para Pejabat 
Administrator, Pejabat Pengawas 
di Kantor Wilayah Lampung dan 
Para Kepala Unit Pelaksana Tek-
nis (UPT) Jajaran Kantor Wilayah 
Lampung yang hadir secara Vir-
tual Zoom Meeting.

Dalam sambutannya sekaligus 
membuka kegiatan, Iwan Santoso 
menjelaskan dalam mewujudkan 
Tata Kelola Pemerintahan yang 
Baik (Good Governance), diper-
lukan zero tolerance atas Tindak 
Pidana Korupsi.

“Untuk itu diperlukan peng-
aturan atas pemberian dan pe-
nerimaan hadiah/gratifikasi, ke-
wajiban pelaporan harta kekayan 
bagi para pejabat yang rawan 
KKN serta upaya lain seperti 
pembentukan Unit Pe-
ngendalian Pungli dan 
Gratifikasi.” Ujar Iwan 
Santoso

I w a n 
S a n t o s o 
juga men-
j e l a s k a n 
b a h w a 
Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi ini ber-
tujuan untuk meningkatkan pe-
mahaman tentang gratifikasi, 
menguraikan proses pelaporan, 
aspek pencegahan dan penin-
dakan, serta pengenalan Sistem 
Pengendalian Gratifikasi. Sehing-
ga, diharapkan dapat membantu 
menyusun aturan internal dan 
menerapkan sistem pengendali-
an gratifikasi, termasuk diantara-
nya menyusun regulasi internal 
dan membentuk Unit Pengendali 
Gratifikasi (UPG).

“Saya juga berharap melalui 
penguatan Unit Pengendalian 
P u n g l i dan Gra-
t i f i - k a s i 

hari ini, dapat terbangun Budaya 
Anti Korupsi dan integritas yang 
tinggi di lingkungan Kementeri-
an Hukum dan HAM” Tegas Iwan 
Santoso.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemberian materi oleh Amrullah 
selaku Jaksa Madya pada Kejak-
saan Tinggi Lampung. Amrullah 
menjelaskan tentang Gratifika-
si dimana terkait dengan pelaku 
gratifikasi terindikasi suap adalah 
ASN atau penyelenggara nega-
ra tidak bisa diterapkan kepada 
swasta sesuai dengan pasal 12B 
dan 12C diperuntukan bagi pene-
rimanya saja dan bukan pemberi 
gratifikasi. Namun demikian, Am-
rullah menjelaskan bahwa Pasal 
12 C bisa terjadi jika Pidana grati-
fikasi hilang jika penerima gratifi-
kasi tadi melaporkan penerimaan 
hadiah tersebut kepada KPK maka 
tindak pidana hilang.

Pemateri kedua, Tri Kusuma 
Dewi selaku jaksa Madya pada 

Kejaksaan Tinggi Lampung 
menjelaskan ten-
tang Satuan Tu-
gas Sapu Bersih 

Pungutan Liar 
(Satgas Sa-
ber Pungli). 
Tri Kusuma 

D e w i 
menje-
laskan 

t u -

“Saya juga berharap 
melalui penguatan Unit 

Pengendalian Pungli 
dan Gratifikasi hari ini, 

dapat terbangun Bu-
daya Anti Korupsi dan 
integritas yang tinggi 

di lingkungan Kemente-
rian Hukum dan HAM” 

Tegas Iwan Santoso.

Amrullah selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Lampung 
memberikan materi kepada peserta
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gas, fungsi dan wewenang dari 
Satgas Saber Pungli yaitu melak-
sanakan pemberantasan pungut-
an liar secara efektif dan efisien 
dengan mengoptimalkan peman-
faatan personil, satuan kerja dan 
sarana prasarana, baik yang ber-
ada di kementerian/lembaga 
maupun pemerintah daerah. Tri 
Kusuma Dewi juga menjelaksan 
sasaran dari kegiatan saber pungli 
yaitu pada sector pelayanan pub-
lic, ekspor dan impor, penegakan 
hukum, perizinan, kepegawaian, 
Pendidikan, pengadaan barang 
dan jasa, serta kegiatan pungli la-
innya yang meresahkan masyara-
kat.

Materi Terakhir diberikan oleh 
Slamet Iman Santoso selaku Ke-
pala Bagian Sistem Informasi 
Pengawasan pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Hukum 
dan HAM. Iman Santoso men-
jelaskan bahwa dalam pemba-
ngunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) memiliki fung-
si untuk peningkatan pelayanan 
public dan pemerintah yang ber-
sih dan bebas dari KKN. Untuk itu 
Penguatan Pengawasan memiliki 
indicator yang harus dibangun 
Pengendalian gratifikasi, Penerap-
an SPIP, Pengaduan masyarakat, 
Whistle Blowing System, dan Pe-
nanganan Benturan Kepentingan. 
Untuk itu Iman Santoso mengi-
ngatkan kepada seluruh Satuan 
Kerja di Lingkungan Kantor Wila-
yah Lampung untuk membentuk 
Unit Pengendalian Gratifikasi ser-
ta melaporkan segala bentuk gra-
tifikasi secara elektronik melalui 
upg.kemenkumham.go.id. Acara 
diakhiri dengan sesi tanya jawab 
yang dilakukan oleh narasumber 
dan peserta pada masing-masing 
sesi. •

Iman Santoso menje-
laskan bahwa dalam 
pembangunan Zona 

Integritas menuju Wila-
yah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Me-
layani (WBBM) memiliki 
fungsi untuk peningkat-
an pelayanan public dan 
pemerintah yang bersih 

dan bebas dari KKN. 
Untuk itu Penguatan 

Pengawasan memiliki 
indicator yang harus 

dibangun Pengendalian 
gratifikasi, Penerapan 

SPIP, Pengaduan masya-
rakat, Whistle Blowing 
System, dan Penangan-
an Benturan Kepenting-

an



18 E- BULETIN LAMPUNG SAI

Kadivim Pimpin Operasi Gabungan TIMPORA 
Bersama Korem 043 Gatam, BIN, Polda 
Lampung, dan Kejati Lampung

Rabu (15/09/2021) Da-
lam rangka peningkat-
an penegakan hukum 

Keimigrasian, Kepala Divisi 
Keimigrasian Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Lampung, Is 
Edy Ekoputranto didampingi 
dengan Kepala Bidang Inteli-
jen dan Penindakan, Informasi 
dan Sarana Keimigrasian, Ra-
den Ayu Fatimah, Kepala Bi-

dang Perizinan dan Informasi 
Keimigrasian, dan Para Pejabat 
Struktural dan Pelaksana me-
lakukan operasi gabungan de-
ngan stakeholder terkait yaitu 
Kepala Seksi Intel Korem 043 
Garuda Hitam, Badan Inteli-
jen Negara (BIN), Kepala Sub 
Direktorat Kamneg Kepolisian 
Daerah Lampung serta Kepala 
Seksi Idiepol Kejaksaan Tinggi 
Lampung.`

Memimpin langsung Operasi 
Gabungan dengan target operasi 
yang terletak di Kecamatan Tan-
jung Bintang, Kabupaten Lampung 
Selatan, Is Eko menyampaikan 
agar menghindari hal-hal yang 
berdampak tidak baik ke depannya 
dan beliau menyampaikan agar 
selalu mematuhi Protokol Kese-
hatan.

Perlu diketahui, Operasi ga-
bungan ini merupakan bentuk un-
tuk penegakan hukum keimigrasi-
an. Diharpakan dalam pelaksanaan 
untuk penegakan hukum tersebut 
dilaksanakan dengan humanis, 
persuasif dan bijaksana.  •
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Gelar Safari Paten, Kanwil Kemenkumham 
Lampung Jadi Penutup Perjalanan DJKI

Direktorat Jenderal Keka-
yaan Intelektual (DJKI) 
Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia me-
laksanakan Rangkaian Kegiat-
an Safari Paten. Dimulai dari 
Semarang, Yogyakarta, Ban-
dung, Surabaya, Malang, dan 
Palembang, Sekarang berada di 
Provinsi Lampung tepatnya di 
Kota Bandar Lampung. Kamis 
(16/09/2021)

Bertempat di Swiss Bell Ho-
tel, Kegiatan Safari Paten yang 
mengusung Tema “Implementa-
si Perjanjian Kerja Sama dengan 
Perguruan TInggi/Kementerian/
Lembaga” turut menghadirkan 
para peserta yang terdiri dari 
Sentra Kekayaan Intelektual dari 
Universitas di Provinsi Lampung, 
Instansi Pemerintahan seperti Di-
nas Pertanian dan Perke-
bunan, BPSDM dan 
para Pelaku Usaha 
dan UMKM.

Dalam La-
poran Kegiatan 
yang disampai-
kan oleh Kasubdit 
Kerja Sama Luar 
Negeri DJKI, Fajar 
Sulaeman 
T . 

menyatakan bahwa kegiatan ini 
terselenggara berkat kerja sama 
dengan Kantor Wilayah Kemen-
kumham Provinsi Lampung.

Memberikan Sambutan, Plt. 
Kepala Kantor Wilayah, Iwan San-
toso yang hadir didampingi oleh 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum 
dan HAM, Nur Ichwan, Kepala 
Divisi Pemasyarakatan, Farid Ju-

naedi, dan Kepala Divisi Keimi-
grasian, Is Edy Ekoputranto, 

menyampaikan bahwa Pro-
vinsi Lampung merupakan 
Provinsi yang kaya akan 
Kekayaan Intelektual teru-
tama dari Indikasi Geogra-
fis. Untuk itu Iwan Santoso 
berharap dengan adanya 

Kegiatan Safari Paten 
yang diselenggara-

kan oleh DJKI Ke-



20 E- BULETIN LAMPUNG SAI

menkumham dapat memberikan 
hasil yang positif dengan adanya 
peningkatan permohonan pen-
daftaran dalam hal Kekayaan In-
telektual.

Membuka secara resmi ke-
giatan, Direktur Paten, Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan 
Rahasia Dagang, Dede Mia Yu-
santi mengajak seluruh peserta 
yang hadir untuk terus meng-
gali potensi inovasi yang memi-
liki, terus berkreasi, dan berkar-
ya, bersama-sama memahami 
pentingnya pelindungan paten 
dengan mendaftarkan permo-
honannya, kemudian menjaga 
kualitasnya, mengembangkan-
nya dan membuatnya semakin 
bernilai ekonomi tinggi.

“Inovasi adalah mo-
tor perkembangan 

ekonomi yang 
berkesinam-

bungan. Se-
jalan de-

ngan perkembangan fenomena 
global yang terjadi, inovasi-ino-
vasi yang bersifat individual pun 

mulai mengalami 

p e r -
u b a h a n , 

bergeser ke 
inovasi yang 
melibatkan 
n e t w o r k 
dan ko-
laboras i ” , 
Ujar Dede

Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri DJKI, Fajar Sulaeman T. menyatakan bahwa kegiatan ini terselenggara ber-
kat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung.

“Inovasi adalah motor 
perkembangan ekonomi 
yang berkesinambung-
an. Sejalan dengan per-
kembangan fenomena 

global yang terjadi, ino-
vasi-inovasi yang bersi-
fat individual pun mulai 
mengalami perubahan, 

bergeser ke inovasi yang 
melibatkan network dan 

kolaborasi”, Ujar Dede
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Dede menambahkan bahwa 
peran aktif berbagai pihak, yai-
tu Kementerian/Lembaga terkait, 
dunia usaha, dan penelitian dalam 
memahami dan memanfaatkan 
paten sangat dibutuhkan untuk 
mengantarkan Indonesia ke ting-
kat yang lebih tinggi. Harapannya 
lembaga litbang bisa terus beri-
novasi serta bersinergi dengan 
dunia industri, untuk menjalankan 
penelitian yang mampu  menja-
wab kebutuhan pasar.

Selain diseminasi paten de-
ngan narasumber dari Direktorat 
Paten, Desain Tata Letak Sirku-
it Terpadu, dan Rahasia Dagang, 
kegiatan Safari Paten ini juga 
mengadakan mediasi dan draf-

ting paten. Tujuannya untuk me-
ningkatkan pemahaman tentang 
tata cara pendaftaran, manfaat 
pelindungan, dan teknik penulis-
an/ drafting paten sehingga dapat 
mendorong para inventor dalam 
mengajukan permohonan paten 
serta meningkatkan permohon-
an paten dalam negeri. DJKI terus 
mengupayakan peningkatan kua-
litas pelayanan pendaftaran keka-
yaan intelektual termasuk paten. 
Pelindungan kekayaan intelektual 
diharapkan dapat menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi 
kreativitas, dan inovasi untuk ber-
kembang, berkreasi, dan mem-
berikan yang terbaik pada dirinya 
menuju Indonesia yang berdikari 
secara ekonomi. •

DJKI terus mengupa-
yakan peningkatan 
kualitas pelayanan 

pendaftaran kekayaan 
intelektual termasuk 

paten. Pelindungan 
kekayaan intelektual di-
harapkan dapat mencip-
takan lingkungan yang 
kondusif bagi kreativi-
tas, dan inovasi untuk 

berkembang, berkreasi, 
dan memberikan yang 

terbaik pada dirinya 
menuju Indonesia yang 
berdikari secara ekono-

mi.
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Koordinasi pertama dilakukan 
dengan mengunjungi Kantor Pol-
da Lampung, Plt. Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM, Iwan Santoso didampingi 
oleh Kepala Divisi Pemasyara-
katan, Farid Junaedi; dan Kepa-
la Divisi Pelayanan Hukum dan 
HAM, Nur Ichwan yang disambut 
langsung oleh Kapolda Lampung, 
Irjen Pol Hendro Sugiatno beser-

Jelang Pelaksanaan CAT BKN, 
Plt. Kakanwil Lampung Lakukan 
Koordinasi dengan Polda dan UPT BKN

Dalam rangka persiapan 
pelaksanaan CAT Se-
leksi Kompetensi Dasar 

(SKD) CPNS 2021, Plt. Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Lampung la-
kukan koordinasi dengan Polda 
dan UPT BKN Lampung pada 
hari ini, Kamis (16/09/2021)

ta jajarannya. Kegiatan koordinasi 
dilanjutkan dengan mengunjungi 
UPT BKN Bandar Lampung.

Pada kesempatan ini, Iwan 
Santoso menyampaikan bahwa 
jumlah peserta SKD CPNS Ke-
menkumham Lampung men-
capai 13.784. CAT yang renca-
nanya dimulai pada hari Selasa 
(28/09/2021) ini akan digelar di 

Gedung Graha Wangsa Lampung.

Dengan adanya koordinasi ini, 
diharapkan Kantor Wilayah Ke-
menterian Hukum dan HAM Lam-
pung dapat bekerjasama dan ber-
sinergi dengan instansi tersebut 
untuk mensukseskan terlaksana-
nya CAT SKD CPNS Tahun 2021.•
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SKD Penerimaan CPNS di Lingkungan 
Kemenkumham Lampung TA. 2021 Resmi 
digelar

Seleksi Kompetensi Dasar berbasis 
Computer Assisted Test (CAT) bagi 
Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Lampung TA. 2021 resmi 
digelar. Selasa (28/09/2021) pada hari 
ini, dari 600 peserta di Sesi I 491 peser-
ta mengikuti ujian dan 109 peserta tidak 
hadir dengan nilai tertinggi 469 (TWK 
115 TIU 150 TKP 204). Sesi II 511 peser-
ta mengikuti ujian dan 89 peserta tidak 
hadir dengan nilai tertinggi 465 (TWK 
100 TIU 165 TKP 200). Sesi III 474 peser-
ta mengikuti ujian 126 peserta tidak ha-
dir dengan nilai tertinggi 450 (TWK 105 
TIU 155 TKP 190).

LIPUTAN KHUSUS
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Kegiatan SKD ini akan dilak-
sanakan selama 8 (delapan) hari 
pada tanggal 28 September 2021 
hingga 05 Oktober 2021. Dari 
13.784 peserta SKD dengan Ku-
alifikasi Pendidikan Non-SLTA 
sebanyak 1.050 peserta dan SLTA 
sebanyak 12.734 peserta. Para 
peserta ini nantinya akan diterima 
sebanyak 55 Pria dan 4 Wanita.

Sebelum memasuki Ruangan 
Tes SKD para peserta telah men-
jalani serangkaian proses peme-
riksaan yaitu pemeriksaan Surat 
Deklarasi Kesehatan, surat tes ra-
pid antigen atau swab dengan ha-
sil negative atau non reaktif, dan 
pengecekan suhu, dilanjutkan de-
ngan pemeriksaan dokumen de-
ngan memperlihatkan KTP pada 
masing-masing peserta, melaku-
kan penitipan barang-barang agar 
memastikan barang yang dibawa 
di ruangan hanya kartu ujian, KTP 
serta pensil, selanjutnya pengge-
l e d a h a n badan, dan 
p e m - berian PIN 
ujian, sebelum 
m e - masuk i 
r u - a n g a n 
t e s p a r a 

peserta 

menunggu di area steril sambal 
diperlihatkan tata tertib ujian di 
dalam ruangan.

Kepala Biro Humas, Hukum 
dan Kerjasama Sekretariat Jen-
deral Kemenkumham, Heni Su-
sila Wardoyo turut hadir dalam 
pembukaan kegiatan Tes SKD di 
Lingkungan Kantor Wilayah Ke-
menkumham Lampung. Kegiatan 
dibuka secara resmi oleh Plt. Ke-
pala Kantor Wilayah, Iwan Santo-
so yang didampingi dengan Ke-
pala Divisi Administrasi, Ida Asep 
Somara; Kepala Divisi Pemasyara-
katan, Farid Junaedi; Kepala Divisi 
Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum 
dan HAM, Nur Ichwan; serta Ke-
pala Bagian Umum, Hadiyanto.

Pada kesempatan ini, Plt. Ke-
pala Kantor Wilayah dalam sam-
butannya menyampaikan agar 
para peserta fokus dan perca-
ya pada kemampuan diri 
sendiri. “Jangan perca-
ya dengan pihak-pihak 
manapun yang me-
n a w a r - k a n 
u n t u k 
kelu-

lusan, semuanya HOAX” tegas 
Iwan

Menyemangati para peser-
ta, “Semoga sukses dalam Tes 
SKD dan bisa bergabung menja-

di bagian dari Keluarga Besar 
Kementerian Hukum dan 
HAM” ujar Iwan

Selanjutnya per-
wakilan dari Badan 

Pada kesempatan ini, 
Plt. Kepala Kantor 

Wilayah dalam sambut-
annya menyampaikan 

agar para peserta fokus 
dan percaya pada ke-

mampuan diri sendiri. 
“Jangan percaya dengan 

pihak-pihak manapun 
yang menawarkan 

untuk kelulusan, semua-
nya HOAX” tegas Iwan
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Kepegawai Negara menyampai-
kan untuk selalu senantiasa ber-
doa sebelum memulai ujian ser-
ta berusaha dengan semaksimal 
mungkin.

Sebagai Informasi, 
Pada Kegiatan SKD ini 
dibagi menjadi 3 (tiga) 
sesi perharinya di-
mana pelaksanaan 
waktu ujian pada Sesi 

I jam 08.00 s.d. 09.50, Sesi II jam 
11.00 s.d. 12.50, Sesi III jam 14.00 
s.d. 15.50 dengan soal sebanyak 
110 dan waktu 100 menit. Untuk 
ambang batas nilai yang ditetap-

kan yaitu untuk TWK: 65, TIU: 
80, TKP: 165 dengan total 
kumulatif: 331. •

Pemeriksaan peserta menggunakan metal detector oleh 
Panitia Seleksi CPNS Kemenkumham 2021

Pemeriksaan identitas dan kartu ujian  peserta oleh 
Panitia
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Hari Terakhir Pelaksanaan, Walikota 
Cek Langsung SKD CAT Kemenkumham 
TA. 2021

Pelaksanaan Seleksi Kom-
petensi Dasar (SKD) ber-
basis Computer Assisted 

Test (CAT) bagi Peserta Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Lampung TA. 
2021 telah memasuki hari kede-
lapan yang menandakan telah 
berakhir. Selasa (05/10/2021)

Iwan Santoso berpesan kepada peserta SKD untuk percaya diri
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Di hari terakhir ini, Plt. Kepa-
la Kantor Wilayah, Iwan Santoso 
melakukan apel pagi bersama 
seluruh Panitia Daerah sebelum 
rangkaian Kegiatan SKD dimulai 
yang bertempat di area Lapang-
an Parkir Graha Wangsa. Iwan 
mengucapkan banyak terima ka-
sih kepada seluruh jajaran panitia 
daerah yang telah mengemban 
Amanah yang diberikan dengan 
baik dan penuh tanggung jawab. 
Iwan berharap kedepannya agar 
seluruh panitia dapat terus me-
megang tanggung jawab serta 
selalu memberikan pelayanan 
yang humanis.

Selanjutnya sebelum pelak-
sanaan Sesi II dimulai, Walikota 
Bandar Lampung, Eva Dwiana ha-
dir untuk melihat secara langsung 
pelaksanaan Kegiatan SKD CAT 
di Lingkungan Kementerian Hu-
kum dan HAM. Didampingi oleh 
Plt. Kepala Kantor Wilayah, Iwan 
Santoso dan Koordinator dari Ba-
dan Kepegawaian Negara (BKN), 
dalam sambutan yang diberikan, 
eva menyampaikan kepada para 
peserta untuk tetap semangat, la-
kukan yang terbaik.

“Apapun hasilnya kalian te-
lah berjuang, jangan kecewa dan 
berputus asa, masa depan kalian 
masih Panjang” Ujar Eva membe-
rikan semangat.

Iwan juga menyampaikan 
beberapa hal yang harus dita-
namkan dalam mindset para pe-
serta SKD bahwa jangan percaya 

kepada siapapun yang menjanji-
kan kelulusan, hanya 3 (tiga) yang 
dapat memberikan kelulusan.

“Hanya diri sendiri, Doa Orang 
tua, dan Allah subhanahu wa 
ta'ala” tegas iwan.

Sebelum meninggalkan 
Ruangan SKD CAT, Eva 
memberikan 3 (tiga) 
pertanyaan kepada 2 
(dua) peserta 1 (satu) 
panitia untuk mem-
bagikan hadiah 1 
(satu) buah sepe-
da dari Pemerintah 
Kota Bandar Lam-
pung. •

“Apapun hasilnya kalian 
telah berjuang, jangan 
kecewa dan berputus 

asa, masa depan kalian 
masih Panjang” Ujar 

Eva memberikan 
semangat.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana memberikan pertanyaan kepada peserta tes SKD
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Plt. Kakanwil Hadiri Ikrar Sumpah Setia 
WBP Eks Teroris Kepada NKRI dan Deklarasi 
BERSINAR Lapas Kelas I Bandar Lampung

Plt Kepala Kantor Wila-
yah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung, 

Iwan Santoso hadiri pernya-
taan ikrar sumpah setia WBP 
Eks Teroris kepada NKRI dan 
Deklarasi Bersih Narkoba (BER-
SINAR) di Lapas Kelas I Bandar 
Lampung pada hari ini, Sela-
sa(28/09/2021).

Turut hadir dalam acara ini 
adalah Kepala Biro Humas, Hu-
kum dan Kerjasama Sekretariat 
Jenderal Kemenkumham, Heni 
Susila Wardoyo; Plt. Kepala Biro 
Perencanaan Kementerian Hu-
kum dan HAM, Ida Asep Soma-
ra; Rektor Univesitas Sang Bumi 
Ruwai Jurai,Lina Maulidiyana; 
Seluruh Kepala Divisi di Ling-
kungan Kanwil Kemenkumham 
Lampung; Kepala BIN Daerah 
Lampung, Bpk. Iwan Satriawan; 
Kepala BNN Provinsi Lampung, 
Brigjen Edi Suwasono; Kasrem 
403; Kepala Satuan Tugas Wilayah 
Densus 88 Lampung; Sekda Kota 
Bandar Lampung; Dir. Perawatan 
Tahanan dan Barang Bukti Polda 
Lampung; Dir. Intelejen Keaman-
an Polda Lampung; Dir. Reserse 

Narkoba Polda Lampung; Ke-
pala Kepolisian Resor Kota Ban-
dar Lampung, Kepala Kejaksaan 
Negeri Bandar Lampung, Ketua 
Pengadilan Negeri Tanjungkar-
ang, Komandan Kodim 0410/KBL, 
dan Seluruh Kepala UPT Pema-
syarakatan Kemenkumham yang 
berada di wilayah Bandar Lam-
pung;

Pada kesempatan ini, Plt. Ka-
kanwil Lampung memberikan 
apresiasi kepada Lapas Kelas I 
Bandar Lampung yang sudah 
menginisiasi acara ini dan berha-
rap akan menjadi role model bagi 
UPT Pemasyarakatan lainnya di 
lingkungan Kanwil Kemenkum-
ham Lampung. •
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Acara diawali dengan kegiat-
an Penyataan Ikrar Sumpah Se-
tia kepada NKRI yang dilanjutkan 
dengan prosesi Penandatangan 
Naskah Ikrar dengan saksi-saksi. 
WBP Eks Teroris yang menyatakan 
ikrar sumpah setia ini berjumlah 4 
orang yaitu Yudhistira bin Ahmad 
Rifai, Muhammad Rifki Montazeri 
bin Abdul Gofur, Indra Utama bin 
Rohadi Amin, dan Awal Septi Hadi 

bin M. Zaenudin. Acara kemudian 
dilanjutkan dengan proses penci-
uman bendera Sang Merah Putih 
oleh para WBP.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
Deklarsi BERSINAR yang ditandai 
dengan penandatanganan Pakta 
Integritas oleh Kepala Lapas Kelas 
I Bandar Lampung, Maizar yang 
disaksikan oleh Kepala BNNP, Plt. 

Kakanwil Kemenkumham Lam-
pung, dan Kepala Divisi Pema-
syarakatan. Kegiatan ini ditutup 
dengan penandatanganan Per-
janjian Teknis Kerja Sama antara 
LP Kelas I Bandar Lampung dan 
Universitas Sang Bumi Ruwai Ju-
rai. •

Penyataan Ikrar Sum-
pah Setia kepada NKRI 

yang dilanjutkan de-
ngan prosesi Penanda-

tangan Naskah Ikrar 
dengan saksi-saksi. WBP 

Eks Teroris yang me-
nyatakan ikrar sumpah 

setia ini berjumlah 4 
orang 

Foto bersama dengan Narapidana Eks Teroris seusai ikrar sumpah setia kepada NKRI

penandatanganan Pakta Integritas oleh Kalapas I Bandar Lam-
pung, Maizar yang disaksikan oleh Kepala BNNP, Plt. Kakanwil 
Kemenkumham Lampung, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan



30 E- BULETIN LAMPUNG SAI

Divisi Pemasyarakatan Kanwil Lampung Gelar 
Koordinasi DILKUMJAKPOL Plus

Bertempat di Novhotel 
Bandar Lampung, Di-
visi Pemasyarakatan 

Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Lampung 
gelar koordinasi antar pene-
gak hukum (DILKUMJAKPOL) 
Provinsi Lampung Plus pada 
hari ini, Rabu (29/09/2021). Di-
sebut plus karena dalam acara 
ini turut mengundang instansi 
terkait selain penegak hukum 
yang dapat mendukung kinerja 
penegak hukum.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Ke-
pala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Lampung, Iwan 
Santoso. Hadir sebagai narasum-
ber yaitu Kepala Divisi Pemasya-
rakatan, Kepala Kepolisian Dae-
rah Lampung, Ketua Pengadilan 
Tinggi Tanjung Karang, Kepala 
Kejaksaan Tinggi Lampung, dan 
Kepala Badan Narkotika Nasio-
nal Provinsi Lampung. Turut hadir 
mendampingi Plt. Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM Lampung, Kepala Divisi Pe-
masyarakatan, Farid Junaedi dan 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum 
dan HAM, Nur Ichwan. Sebagai 
peserta adalah seluruh Kepala 
UPT Pemasyarakatan di jajaran 
Kantor Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung. •

 "Layaknya intelijen, 
ia harus mampu mem-
prediksi kendala yang 

mungkin terjadi di 
lingkungan tempat ia 

bekerja sehingga mam-
pu menyiapkan strategi 

yang harus dilakukan 
apabila kemungkinan 
terburuk terjadi," ujar 

iwan

TOPIK UTAMA
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Dalam sambutannya, Plt. Ke-
pala Kantor Wilayah Kemenkum-
ham Lampung menyampaikan 
bahwa setiap petugas Pemasya-
rakatan, khususnya Kepala UPT, 
harus mampu mendeteksi dini 
setiap kendala yang mungkin 
akan terjadi di unit tempat ia be-
k e r j a . "Layaknya 
i n - telijen, ia 

h a r u s 

mampu memprediksi kendala 
yang mungkin terjadi di lingkung-
an tempat ia bekerja sehingga 
mampu menyiapkan strategi yang 
harus dilakukan apabila kemung-
kinan terburuk terjadi" Ujar Iwan. 
Selain itu, Plt Kepala Kantor Wi-
layah Kemenkumham Lampung 
juga berharap dengan adanya 
acara ini maka sinergitas antar 
sesama petugas, sesama instasi, 
ataupun aparat penegak hukum 
dan stakeholder pendukung se-
tiap kinerja pembinaan dan pe-
layanan penyelenggaraan Pema-

syarakatan dapat terjalin 
dengan baik serta dapat 
membangun sinergi 

juga dengan me-
dia informasi 

publik.

Pada kesempatan ini, dilaku-

kan pula penandatanganan 
Deklarasi Zero Handphone 
pada Seluruh UPT Pema-

syarakatan dengan di sah-
kan oleh para saksi. Deklarasi 

ini sebagai bentuk komitmen dan 
langkah pencegahan penyalah-
gunaan handphone di lingkung-
an UPT Pemasyarakatan. Setelah 
penandatanganan Deklarasi Zero 

Pada kesempatan ini, 
dilakukan pula penan-
datanganan Deklarasi 
Zero Handphone pada 

Seluruh UPT Pemasyara-
katan dengan di sahkan 

oleh para saksi. Dekla-
rasi ini sebagai bentuk 
komitmen dan langkah 
pencegahan penyalah-
gunaan handphone di 

lingkungan UPT Pema-
syarakatan. 

Penandatanganan Deklarasi Zero Handphone pada seluruh UPT Pemastarakatan oleh 
kepala BNN sebagai saksi
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Handphone ini, acara dilanjutkan 
dengan pemaparan materi oleh 
narasumber dan open discussion.

Kegiatan dilanjutkan de-
ngan panel diskusi antara Plt. 
Kepala Kantor Wilayah Kemen-
kumham Lampung, Gubernur 
Lampung, Ketua DPRD Provinsi 
Lampung, Kepala Kepolisian Da-
erah Lampung, Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung, Ketua Penga-
dilan Tinggi Tanjung Karang, Ke-
pala BIN Daerah Lampung, Ke-
pala BNN Provinsi Lampung, dan 
Komandan Korem 403/ Gatam 

yang diwakili oleh Kasrem Gatam. 
Diskusi panel ini dilakukan untuk 
meningkatkan sinergitas dan me-
nyelesaikan permasalahan yang 
terjadi antar instansi.

Kegiatan ini diselenggara-
kan sebagai sarana untuk saling 
meningkatkan sinergitas antar 
aparatur penegak hukum dan 
instansi terkait di tingkat wilayah 
dalam meng-explore permasa-
lahan-permasalahan yang ada. 
Selain itu, pada kegiatan ini di-
lakukan pula Evaluasi terhadap 
upaya yang telah dilakukan serta 

mencari solusi atas permasalah-
an tersebut dengan mendorong 
Penguatan peran dan fungsi lem-
baga penegak hukum yang terga-
bung dalam forum DILKUMJAK-
POL serta lembaga lainnya dalam 
upaya penanganan over crowded 
serta pencegahan, pemberan-
tasan, penyalahgunaan dan per-
edaran gelap narkotika (P4GN). 
Dengan adanya kegiatan ini diha-
rapkan dapat terwujudnya koor-
dinasi, kerjasama dan sinkronisasi 
ketatalaksanaan sistem peradilan 
pidana secara optimal serta pe-
libatan/dukungan instansi terkait 
dalam rangka penyelesaian per-
masalahan dan isu-isu aktual. •

Dengan adanya kegiat-
an ini diharapkan dapat 

terwujudnya koordi-
nasi, kerjasama dan 

sinkronisasi ketatalak-
sanaan sistem peradilan 

pidana secara optimal 
serta pelibatan/du-

kungan instansi terkait 
dalam rangka penye-

lesaian permasalahan 
dan isu-isu aktual.

Foto bersama seusai acara Dilkumjakpol dilaksanakan

Diskusi Panel yang dipimpin oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Lam-
pung, Iwan santoso
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Kanwil Lampung Gelar Harmonisasi Raperbup 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang 
Pemberian Insentif Pengelola BMN

Kegiatan ini dibuka dan dipim-
pin oleh Kepala Bidang Hukum 
Kanwil Kemenkumham Lam-
pung, Rugun Tresia Pakpahan. 

Turut hadir dalam acara ini yaitu 
Kepala Bagian Hukum Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, Budi Sugi-
anto; Kepala Subbidang Fasilitasi 
Pembentukan Produk Hukum 
Daerah, Masriakromi; Kasubbag 
Perundang-undangan Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, Novriadi; 
Staf Subbag Perundang-undang-
an Kabupaten Tulang Bawang Ba-
rat, Angga Oktora; dan 5 (Lima) 
Anggota Tim Zonasi Kabupaten 
Lampung Barat yang terdiri dari 
fungsional perancang peraturan 
perundang-undangan ahli Mad-
ya, Dina M Sirait dan fungsional 
perancang peraturan perun-
dang-undangan ahli Muda yaitu 
Gunawan; Herliana Husein, Eliya-
ni, dan Priska PN Sidabutar yang 
membahas mengenai Raperbup 
Kabupaten Tulang Bawang Barat 
tentang Pemberian Insentif dan/
atau Tunjangan kepada Pejabat 
atau pegawai yang melaksanakan 

pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Raperbup ini merupakan raper-
bup inisiatif dari Badan Pengelo-
laan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat 
yang telah dibuat kajian hukum-
nya. Raperbup ini juga telah me-
miliki Naskah Akademik sebagai 
bahan harmonisasi untuk Kantor 
Wilayah Kemenkumham Lam-
pung.

Hasil Rapat Harmonisasi oleh 
Tim Zonasi nantinya akan dira-
patkan kembali untuk menda-
patkan hasil yang lebih baik, dan 
akan dikirim melalui email kepada 
Bagian Hukum Kabupaten Tulang 
Bawang Barat, Harmonisasi ini 
dilaksanakan guna terbentuknya 
peraturan kepala daerah yang 
baik dan meminimalisir terjadinya 
disharmonisasi. •

LAMPUNG_INFO - Ber-
tempat di Ruang Legal 
Drafter, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM 
Lampung gelar harmonisasi 
Raperbup Kabupaten Tulang 
Bawang Barat tentang Pembe-
rian Insentif dan/atau Tunjang-
an kepada Pejabat atau pegawai 
yang melaksanakan pengelola-
an Barang Milik Daerah dengan 
Bagian Hukum Setdakab Tu-
lang Bawang Barat pada hari 
ini, Rabu (29/09/2021).
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Kanwil Lampung Gelar Bimtek Perancangan 
Peraturan Daerah Tahun 2021

Bertempat di Ballroom Hotel 
Golden Tulip Bandar Lampung, 
Kantor Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung melak-
sanakan Bimbingan Teknis Pe-

rancang Peraturan Daerah 
Tahun 2021 yang dihadiri 
oleh Kepala Divisi Pela-
yanan Hukum dan HAM 
: Nur Ichwan, Kepala Bi-
dang Hukum : Rugun 
Tresia Oktavianti Pakpa-
han, Kepala Bidang Pela-
yanan Hukum : Ignatius 
Mangantar Tua Silalahi, 
Kepala Bidang 
Perizinan dan 
I n f o r m a -
si Keimi-
g r a s i a n 
: Imam 
Santoso, 
Ke p a l a 
Sub Bi-
d a n g 
Fa s i -
l i t a s 

Pembentukan 
Produk Hu-

kum Daerah 
: Masriakro-
mi beserta 
33 Peserta 
yang hadir 
d i t e m p a t . 
Kegiatan ini 

mengun-
dang 

LAMPUNG_INFO - Ber-
tempat di Ruang Legal 
Drafter, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM 
Lampung gelar harmonisasi 
Raperbup Kabupaten Tulang 
Bawang Barat tentang Pembe-
rian Insentif dan/atau Tunjang-
an kepada Pejabat atau pegawai 
yang melaksanakan pengelola-
an Barang Milik Daerah dengan 
Bagian Hukum Setdakab Tu-
lang Bawang Barat pada hari 
ini, Rabu (29/09/2021).
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narasumber yaitu Direktur Fasili-
tasi Perancangan Peraturan Da-
erah dan Pembinaan Perancang 
Peraturan Perundang-undangan, 
Nuryanti Widyastuti dari Direk-
torat Jenderal Peraturan Per-
undang-undangan Kemente-
rian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia secara daring, Kamis 
(30/09).

Dalam laporannya Kepala Bi-
dang Hukum, Rugun Tresia Ok-
tavianti Pakpahan menyampaikan 
bahwa seluruh peserta tersebut 
terdiri dari 26 Perancang Pera-
turan Perundang-undangan pada 
Kantor Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung dan 7 

peserta Biro Hukum dan Bagian 
Hukum Pemerintah Daerah Pro-
vinsi dan Kabupaten/Kota.

Berlanjut dengan sambutan 
Plt.Kepala Kantor Wilayah Lam-
pung yang diwakili oleh Kepa-
la Divisi Pelayanan Hukum dan 
HAM, Nur Ichwan menyatakan 
Bimbingan Teknis Perancang Per-
aturan Daerah ini bertujuan untuk 
memberikan pemahanan kepada 
kita semua mengenai perlunya 
peningkatan kemampuan dan 
pemahaman perancang perun-
dang-undangan atas kewajiban 
dan perannya dalam rangka pe-
ningkatan kualitas produk hukum 
di daerah. Menutup sambutan-

“Setiap perancang 
peraturan perun-

dang-undangan harus 
memiliki pemahaman 
yang mendalam dan 

mengimplementasikan 
kewajiban dan peran-

ya dalam menjalak-
an tugasnya sebagai 
perancang peraturan 

peraturan perun-
dang-undangan khusus-

nya dalam impleman-
tasi undang-undang 

Cipta kerja dalam 
produk hukum didaerah 

sehingga akan lahir 
suatu produk peraturan 

perundang-undangan 
yang baik, aspiratif dan 

responsive.” pungkas 
Ichwan

nya, Nur Ichwan berharap penye-
lengaraaan Bimbingan Teknis ini 
meningkatkan sinergitas antara 
pemerintah daerah dalam pem-
bentukan sebuah peraturan dae-
rah baik secara kuantitas maupun 
kualitasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemaparan oleh narasumber 
terkait dengan tata pelaksanaan 
pengharmonisasian peraturan 
daerah yang tutup dengan sesi 
tanya jawab. •

Sesi diskusi dalam Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Dae-
rah Tahun 2021
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Kanwil Lampung Gelar Koordinasi 
Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi 
HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kegiatan ini dibuka oleh Ke-
pala Divisi Pelayanan Hukum dan 
HAM, Nur Ichwan mewakili Plt. 
Kepala Kantor Wilayah Kemente-
rian Hukum dan HAM Lampung 
yang didampingi oleh Kepala Bi-
dang HAM, Rina Anggraeny dan 
Kasubid Pemajuan HAM, Ferrie 
Irza Irawan. Hadir sebagai na-
rasumber Kasubbag Non litigasi 
dan Ham Biro Hukum Peme-
rintah Provinsi Lampung,Yusnili 
serta narasumber dari Direktorat 
Jendral Kerjasama HAM yaitu Ka-
subdit KDN dan RANHAM I, Ruth 
Marshinta Sarumpaet; Kepala 
Seksi Kerjasama dan RANHAM IB, 
Fransisca Mirna Widyaningtyas; 
dan Konsultan RANHAM, Revien-
da Anita.

Dalam sambutannya, Kepala 
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 
menyampaikan bahwa dengan 
adanya kegiatan ini, diharapkan 
seluruh peserta dapat mengi-
kuti dengan sungguh-sungguh 
serta berpartisipasi aktif dengan 
sebaik-baiknya. Selain itu, Nur 
Ichwan juga berharap semoga 
Capaian Pelaporan Pelaksanaan 
Aksi Hak Asasi Manusia pada se-
luruh Kabupaten/Kota di Provinsi 
Lampung memperoleh hasil yang 
maksimal (berwarna hijau). Kegi-
atan dilanjutkan dengan pema-
paran materi dari masing-masing 
narasumber serta diskusi ta-
nya-jawab dengan peserta.

Komitmen kuat pemerintah 
dalam Penghormatan, Perlin-
dungan, Pemenuhan, Penegakan 
dan Pemajuan HAM (P5HAM) di 
Indonesia telah dituangkan da-
lam Peraturan Presiden Nomor 
53 Tahun 2021 Tentang Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
Tahun 2021-2025. RANHAM me-
rupakan pedoman bagi kemen-
terian, lembaga, dan pemerintah 
daerah provinsi dan kabupaten/
kota dalam menyusun, merenca-
nakan, melaksanakan, dan meng-
evaluasi Aksi HAM. Melalui terlak-
sanakannya aksi HAM RANHAM 
dapat diimplementasikan dengan 
lebih baik. •

LAMPUNG_INFO - Ber-
tempat di Ruang Legal 
Drafter, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM 
Lampung gelar koordinasi 
pelaporan capaian pelaksa-
naan Aksi HAM B04, B08 dan 
Kabupaten/Kota Peduli HAM 
Tahun 2021 pada hari ini, Ka-
mis(30/09/2021).
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Plt. Kakanwil Dampingi Deputi III KSP 
dalam Kunjungan Kerja di Provinsi 
Lampung

Plt. Kepala Kantor Wila-
yah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung, 

Iwan Santoso dampingi Deputi 
III Kantor Staf Presiden (KSP), 
Panutan S. Sulendrakusuma 
di Provinsi Lampung dalam 
rangka pembinaan ketahanan 
pangan di Kabupaten Tang-
gamus pada hari ini, Kamis 
(23/09/2021).
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Pada kunjungan kerja ini, De-
puti III KSP didampingi oleh Asis-
ten Deputi Prasarana dan Saran 
Pangan dan Agribisnis, Ismariny; 
Tenaga Ahli Utama, Bustanul 
Arif; dan Tenaga Ahli Utama, Aji 
Erlangga. Tim KSP tiba di Ban-
dar Lampung pada hari Rabu 
(22/09/2021), yang kemudian 
bersama dengan Plt. Kepala Kan-
tor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM Lampung menghadiri 
pengukuhan dan orasi ilmiah 15 
profesor Universitas Lampung 
serta penganugrahan Rekor 
MURI.

Pada hari ke dua di Provinsi 
Lampung, Tim KSP sempat sing-
gah di Kantor Wilayah Kemente-
rian Hukum dan HAM Lampung 
sebelum bertolak ke Kabupaten 
Tanggamus untuk melakukan 

pembinaan ketahanan pangan. 
Turut hadir dalam acara ini yaitu 
Bupati tanggamus,Dewi Handaja-
ni dan perwakilan dari Sekretariat 
Daerah, Hamid. H Lubis.

Dalam sambutannya, Plt. Ke-
pala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Lampung me-
nyampaikan bahwa Kantor Wi-
layah Kementerian Hukum dan 
HAM Lampung menyampaikan 

bahwa Kantor Wilayah Kemente-
rian Hukum dan HAM Lampung 
akan terus mendukung penge-
lolaan kekayaan alam dan hasil 
seni di Kabupaten Tanggamus. 
Untuk itu, Kanwil Lampung juga 
turut mensosialisasikan layanan 
masyarakat terkait KI khususnya 
pendaftaran indikasi geografis 
Merk dan Paten serta layanan le-
galitas lainnya. Selain itu, Kanwil 
Lampung juga akan terus mendu-

kung Pemerintah Daerah dengan 
harmonisasi peraturan daerah. 
Acara dilanjutkan dengan Disku-
si dengan Kelompok Tani terkait 
Subsidi Pupuk, Korporatisasi Pe-
tani Klaster Pertanian Pisang, dan 
Pengembangan Budidaya Padi 
Biofortifikasi.•

Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan HAM 

Lampung akan terus 
mendukung pengelola-
an kekayaan alam dan 
hasil seni di Kabupaten 
Tanggamus. Untuk itu, 
Kanwil Lampung juga 

turut mensosialisasikan 
layanan masyarakat 
terkait KI khususnya 

pendaftaran indikasi ge-
ografis Merk dan Paten 
serta layanan legalitas 

lainnya.

Tim KSP bertolak ke Kabupaten Tanggamus untuk melakukan 
pembinaan ketahanan pangan

Tim KSP menghadiri pengukuhan dan orasi ilmiah 15 profesor Uni-
versitas Lampung serta penganugrahan Rekor MURI.
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Plt. Kakanwil TInjau Pelayanan 
Keimigrasian di Bandara Internasional 
Radin Inten II

Disela-sela kegiatan moni-
toring, Iwan Santoso berpesan 
untuk para jajarannya yang bera-
da di bandara Radin Inten II un-
tuk selalu siaga dan berwaspada 
dalam bertugas. Selain itu Iwan 
Santoso juga meninjau secara 
langsung terkait dengan tempat, 
sarana dan prasarana yang bera-
da di Bandar Radin Inten II. Iwan 
berharap dengan segala fasilitas 
yang ada di Bandara Radin Inten 

II, Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Lampung khu-
susnya Divisi Keimigrasian dapat 
selalu meningkatkan kualitas pe-
layanan Keimigrasian dengan te-
tap mematuhi standar operasio-
nal yang telah ditetapkan.•

LAMPUNG_INFO – Da-
lam rangka Monitoring 
Pelayanan Keimigrasian 

di Bandar Udara Internasio-
nal Radin Inten II, Plt. Kepala 
Kantor Wilayah, Iwan Santo-
so didampingi dengan Kepa-
la Divisi Keimigrasian, Is Edy 
Ekoputranto dan Kepala Kan-
tor Imigrasi Kelas I TPI Bandar 
Lampung, Agung Prianto me-
lakukan kunjungan kerja. Rabu 
(22/09/2021)
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Dialog Interaktif di Radar TV, Kemenkumham 
dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Bahas 
KIK dan WBTB

Narasumber dalam dialog in-
teraktif adalah Fungsional Pe-
nyuluh Hukum Ahli Madya, Mu-
hammad Zuhri dan Kepala Seksi 
Pengembangan Segmen Pasar 

Pariwisata, Indra Jamal Nur di-
pandu oleh host Radar TV, Vyo-
na Dewi. Kegiatan ini juga digelar 
secara Live on di Kanal youtube 
Radar Lampung TV.

Dalam penyampaiannya, Zuhri 
menyampaikan bahwa penting-
nya pendaftaran Kekayaan In-
telektual Komunal adalah untuk 
mencegah kerugian material dan 
moral secara langsung yang di-
derita oleh masyarakat adat. Pe-
manfaatan KIK secara ilegal juga 
dapat menimbulkan persoalan 
lain yang tidak kalah serius bagi 
kelangsungan kehidupan masya-
rakat adat dan umat manusia se-
cara umum.

Zuhri juga menjelaskan ten-
tang manfaat ekonomis yang di-
rasakan dengan didaftarkannya 
Kekayaan Intelektual Komunal 
yaitu mendapatkan perlindungan 
hukum, Pelindungan Kekayaan 

Intelektual Komunal menjadi ba-
gian penting dalam pembangun-
an nasional ke depan dan ber-
kontribusi secara signifikan dalam 

Bidang Pelayanan Hukum 
Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Kemenkum-
ham) Lampung bekerjasama 
dengan Radar TV mengge-
lar dialog interaktif dengan 
mengusung tema “Mari Jaga 
Kekayaan Intelektual Komunal 
di Provinsi Lampung”. Kamis 
(23/9). Dialog Interaktif ter-
sebut merupakan salah satu 
upaya untuk menyebarluaskan 
informasi kepada masyarakat, 
khususnya mengenai kekayaan 
intelektual komunal

Zuhri menyampaikan 
bahwa pentingnya pen-

daftaran Kekayaan Inte-
lektual Komunal adalah 
untuk mencegah kerugi-

an material dan moral 
secara langsung yang di-
derita oleh masyarakat 
adat. Pemanfaatan KIK 
secara ilegal juga dapat 
menimbulkan persoalan 
lain yang tidak kalah se-
rius bagi kelangsungan 
kehidupan masyarakat 
adat dan umat manusia 

secara umum.
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perkembangan perekonomian 
nasional maupun internasional 
sehingga dapat menambah nilai 
ekonomis suatu kebudayaan ka-
rena lebih dikenal baik di lingkup 
nasional maupun internasional.

Dengan adanya kegiatan sosi-
alisasi seperti ini, harapannya Pe-
merintah Daerah dan Masyarakat 
bisa bersama-sama melindungi 
Kekayaan Intelektual Komunal 
Provinsi Lampung dengan men-
daftarkan pencatatannya melalui 
Kantor Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Lampung dan ja-
dikan KIK ini sebagai kebanggan 
bersama Provinsi Lampung.

Sementara dan Kepala Seksi 
Pengembangan Segmen Pasar 
Pariwisata, Indra Jamal Nur me-
nyampaikan bahwa ada beberapa 

hal upaya untuk didaftarkan atau 
ditetapkan maka ekspresi buda-
ya tradisional dan pengetahuan 
tradisional adalah juga menjadi 
kewenangan pemerintah dae-
rah Provinsi Lampung, yaitu di-
sebut Warisan Budaya Tak Benda 
yang sejak tahun 2013 hingga 
2017 pendaftaran dan penetap-
an WBTB dilaksanakan oleh dinas 
pariwisata dan kebudayaan yang 
sekarang menjadi dinas pariwi-
sata dan ekonomi kreatif provinsi 
Lampung.

Indra menjelaskan bahwa Se-
jak tahun 2013 hingga 2017 su-
dah ada enam belas karya buda-
ya yang ditetapkan yaitu Tapis, 
Lamban Pesagi, Sigeh Penguten, 
Tari Melinting, Muayak, Gamolan, 
Sulam Usus, Sekura Cakak Buah, 
Gulai Taboh, Cakak Pepadun, 
Seruit, Tenun Ikat Inuh, Warah-
an Lampung, Kakiceran, Madu-
aro dan Tupping, Lalu sejak 2017 
hingga 2021 ada lebih dari 50 kar-
ya budaya yang telah ditetapkan.

Indrapun berharap kedepan-
nya dapat bersinergi antara kum-
ham Lampung dan pemerintah 
provinsi Lampung bersama-sama 
masyarakat, budayawan, akade-
misi, untuk sama sama menetap-
kan karya budaya Lampung dite-
tapkan sebagai warisan budaya 
tak benda dunia dari Lampung.•

Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata, Indra Jamal 
Nur menyampaikan ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan 

tradisional adalah menjadi kewenangan Pemprov Lampung,

Indra menjelaskan 
bahwa Sejak tahun 2013 
hingga 2017 sudah ada 

enam belas karya buda-
ya yang ditetapkan yai-

tu Tapis, Lamban Pesagi, 
Sigeh Penguten, Tari 

Melinting, Muayak, Ga-
molan, Sulam Usus, Se-

kura Cakak Buah, Gulai 
Taboh, Cakak Pepadun, 
Seruit, Tenun Ikat Inuh, 

Warahan Lampung, 
Kakiceran, Maduaro dan 
Tupping, Lalu sejak 2017 

hingga 2021 ada lebih 
dari 50 karya budaya 

yang telah ditetapkan.
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Hadirkan Pakar Kesehatan Kejiwaan 
Provinsi Lampung, Bidang Hak Asasi Manusia 
Kemenkumham Lampung Kaji Pelanggaran 
HAM terhadap ODGJ

Kepala Divisi Pelayanan Hukum 
dan HAM, Nur Ichwan menggam-
barkan tentang pentingnya kasus 
pelanggaran HAM ini karena Ang-
gota Komisi III DPR, Taufik Basari, 
ikut menyoroti kasus ini lantaran 
pelaku masih belum tertangkap. 
Seperti yang diliput oleh media, 
menurut Taufik kasus pemerko-
saan terhadap ODGJ tersebut 
harus terungkap sebagai bentuk 
perlindungan negara kepada se-
mua warga. Nur Ichwan mene-

kankan bahwa hukuman pidana 
bagi pelaku adalah lebih berat jika 
korbannya merupakan ODGJ.

Psikiatri Konsultan Rumah Sa-
kit Jiwa Provinsi Lampung, dr. 
Tendry Septa, SpKJ(K), dihadirkan 
sebagai narasumber. Dalam ke-
sempatanya memberikan kete-
rangan ahli, dr. Tendry menjelas-
kan bahwa berdasarkan UU. KES. 
No. 36 Tahun 2009 definisi kese-
hatan adalah keadaan sehat baik 

LAMPUNG – Pada Senin 
(27/09/21), bertempat di 
Ruang Legal Drafter, di-

buka oleh Kepala Divisi Pela-
yanan Hukum dan HAM, Nur 
Ichwan, Bidang Hak Asasi Ma-
nusia, Kantor Wilayah Kemen-
kumham Lampung menggelar 
pengolahan dan analisis data 
SIPKUMHAM terkait peristiwa 
dugaan pemerkosaan orang 
dengan gangguan jiwa di Ban-
dar Lampung yang terjadi di 
Tugu Durian, Jalan Raden Imba 
Kusuma, Tanjungkarang Ba-
rat. Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut, Kepala Bidang HAM; 
Kepala Sub Bidang Pengkajian, 
Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HAM; Kepala Sub 
Bidang Pemajuan HAM; JFT 
Perancang Peraturan Perun-
dangan dan Perwakilan Biro 
Hukum Pemprov Lampung.

Psikiatri Konsultan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, dr. Tendry Septa, 
SpKJ(K) memberikan penjelasan terkait ODGJ
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secara fisik, mental, spiritual ma-
upun sosial yang memungkinkan 
setiap orang yang hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan UU Keswa No. 18 
tahun 2014, sehat adalah  kondisi  
dimana  seorang  individu dapat 
berkembang secara fisik,  men-
tal, spiritual,  dan sosial  sehingga  
individu  tersebut  menyadari ke-
mampuannya, dapat  mengatasi  
tekanan,  dapat bekerja  secara  
produktif, dan mampu memberi-
kan kontribusi untuk komunitas-
nya.

Terkait gangguan kejiwaan dr. 
Tendry memaparkan tanda dan 
gejalanya, yakni:

• Gejala dan tanda gang-
guan mental tergantung 
pada jenis gangguan jiwa 
yang dialami.

• Penderita bisa mengalami 
gangguan pada suasana 
perasaan, pikiran, dan pe-
rilaku.

• Beberapa contoh tanda 
dan gejala gangguan jiwa 
adalah sebagai berikut :

• Waham atau delusi, yaitu 
meyakini sesuatu yang ti-
dak nyata atau tidak sesuai 
dengan fakta yang sebe-
narnya.

• Halusinasi, yaitu sensasi 
ketika seseorang melihat, 
mendengar, atau merasa-
kan sesuatu yang sebenar-
nya tidak nyata.

• Suasana hati yang ber-
ubah-ubah dalam peri-
ode-periode tertentu.

• Perasaan sedih yang ber-
langsung hingga ber-
minggu-minggu, bahkan 
berbulan-bulan.

• Perasaan cemas dan ta-
kut yang berlebihan dan 
terus menerus, sampai 
mengganggu aktivitas se-
hari-hari.

• Gangguan makan misal-
nya merasa takut berat 
badan bertambah, cende-
rung memuntahkan ma-
kanan, atau makan dalam 
jumlah sangat sedikit.

Biro Hukum memberikan ma-
sukan untuk menghadirkan Dinas 

Sosial Provinsi Lampung dalam 
upaya penyelesaian. Menanggapi 
hal tersebut Tim SIPKUMHAM 
yang melaksanakan kordinasi di 
lapangan akan meningkatkan 
kerjasama antar satuan kerja, yak-
ni dengan Dinas Sosial dan Polsek 
Tanjungkarang Barat.•

Psikiatri Konsultan 
Rumah Sakit Jiwa 

Provinsi Lampung, dr. 
Tendry Septa, SpKJ(K), 

dihadirkan sebagai 
narasumber. Dalam 

kesempatanya membe-
rikan keterangan ahli, 

dr. Tendry menjelaskan 
bahwa berdasarkan UU. 
KES. No. 36 Tahun 2009 
definisi kesehatan ada-
lah keadaan sehat baik 

secara fisik, mental, 
spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan 
setiap orang yang hidup 
produktif secara sosial 

dan ekonomis.
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